







Berdasarkan penjelasan dan paparan tentang penerapan prinsip tata 
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan kebijakan 
Rightsizing Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini merupakan sebuah 
kebijakan guna mewujudkan salah satu maksud dari restukturisasi yaitu guna 
menyehatkan BUMN. Restrukturisasi  dilakukan  dengan  maksud  untuk  
menyehatkan  BUMN  agar  dapat  beroperasi secara efisien dan 
efektif/produktif dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).  
 Maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governnace) sejalan dengan tujuan dari rigtsizing BUMN yaitu 
menambah nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk 
menjadikan BUMN sebagi perusahaan kelas dunia. sebagaimana telah 
dikemukakan bahwa Penjabaran bahwa prinsip tata kelola perushaaan yang 
baik terwujud dalam mekanisme pengangkatan organ-orang perusahaan, 
pelaksanaan pengelolaan perusahaan dan pengawasannya. Namun pelaksanaan 
penerapan Good Corporate Governnace belum maksimal khususnya pada 
BUMN yang akan di Rightsizing . Masih banyak BUMN yang tidak sehat 




Program rightsizing BUMN memiliki kendala diantaranya beberapa 
peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan kebijakan sektoral 
yang mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability 
dan indepency. Belum adanya visi yang sama antar instansi/lembaga yang 
terkait mengenai program restrukturisasi BUMN mengindikasikan kurang 
maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency. Adanya resistensi 
dari berbagai kalangan baik internal maupun eksternal mengindikasikan kurang 
maksimalnya penerapan prinsip acountability dan indepency.  
Prinsip transparasi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud ketika 
program rightsizing BUMN tidak hanya berada di bawah kendali Kementerian 
BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga) 
lain . Meskipun seluruh peraturan tentang BMN dijiwai oleh prinsip Good 
Corporate Governnace belum seluruhnya dilaksanakan karena masih kendala 
yang menyebabkan lambatnya realisasi dari kebijakan tersebut. 
B. SARAN 
BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan 
ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus 
memebuhi syarat-syarat berikut; 




2. Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang 
kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola 
rekrutmen dan pola re- munerasi harus dikembangkan sesuai dengan 
standar korporasi; 
3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), secara 
konsis-ten dan berkesinambungan; 
4. Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi; 
5. Siap bersaing di era kompetisi global, dan memiliki kemampuan untuk 
survive dalam segala kondisi; 
6. Memiliki tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility), baik 
dalam hal kepedulian terhadap lingkungan hid up, pengentasan problem 
masyarakat sekitar, dan pengembangan pengusaha kecil. 
Secara khusus terhadap kebijakan rightsizing maka perlunya  sosialisasi 
yang intensif guna menyamakan persepsi mengenai tujuan dari pelaksanaan 
perampingan/rightsizing BUMN. Pelaksanaan program perampingan/ 
rightsizing BUMN tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, namun juga 
lembaga/ instansi lain, yaitu DPR, Kementerian Keuangan,Kementerian 
Teknis, Kementerian  Hukum dan HAM, serta Setneg Beberapa tindakan 
perampingan/rightsizing menimbulkan implikasi pajak, yaitu tindakan 
merger/konsolidasi yang berpotensi memberatkan keuangan BUMN shg 




segera diterbitkan Instruksi Presiden ttg Perampingan/Rightsizing BUMN 
sebagaimana diamanatkan oleh Inpres No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan 
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010 serta peraturan 
perundangan lain. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pengelolaan BUMN 
membutuhkan keterlibatan yang aktif dari semua pihak, baik Pemerintah, 
manajemen BUMN, karyawan BUMN, akademisi, parlemen, dan masyarakat 
luas yang memiliki per-hatian terhadap BUMN. Karena itu, marilah bersama-
sama kita pikirkan dan pantau bersama pengelolaan BUMN ini, untuk dapat 
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